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ABSTRAK 
 
Kata kunci: Penyelesaian khalwat dan hukum pidana adat Aceh Besar. 
 
Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, 
terdapat beberapa perkara atau kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan 
adat gampong dan peradilan adat ditingkat mukim, sebagaimana dimaksudkan di 
dalam bab VI tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan. Dalam pasal 13 ayat 
(1) dan ayat (3) mengatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan 
kesempatan agar perselisihan/sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat di 
gampong. Adapun metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode 
deskriptif dengan menggunakan data lapangan (field research) dan pendekatan 
hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam 
mengatur tentang penyelesaian khalwat dan sistem putusan Peradilan Adat di 
Aceh Besar terkait dengan penyelesaian khalwat. Hasil penelitian dalam skripsi 
ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Aceh Besar dilakukan secara adat 
yang bersifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-
yudisial, prosedur rahasia (confidentiality), fleksibilitas dalam merancang syarat-
syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, 
tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan 
untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu. 
Sedangkan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum 
di Provinsi Aceh untuk mendamaikan perkara dengan mengadakan rapat adat 
gampong, yang dipimpin oleh keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan 
kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat 
kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan apabila imum Mukim dalam 
jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat 
diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari’ah. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
No Arab Latin No Arab Latin 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
1
6 
ط t 
2 ب B 17 ظ Z 
3 ت T 18 ع ‘ 
4 ث S 19 غ G 
5 ج J 20 ف F 
6 ح H 21 ق Q 
7 خ Kh 22 ك K 
8 د D 23 ل L 
9 ذ Ż 24 م M 
10 ر R 25 ن N 
11 ز Z 26 و W 
12 س S 27 ه H 
13 ش Sy 28 ء ’ 
14 ص S 29 ي Y 
15 ض D    
 
2. Konsonan 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
 
x 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut:  
 
Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fatḥah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 
و  َ  Fatḥah dan wau Au 
Contoh: 
فيك : kaifa  
 لوه :haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat 
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
ا  َ/ ي Fathah dan alif 
atau ya 
Ā 
ي  َ  Kasrah dan ya Ī 
ي  َ  Dammah dan 
wau 
Ū 
ix 
 
Contoh: 
  لا ق :qāla 
ى م  ر :ramā 
  لْي ق :qīla 
  لْو ق ي :yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu: 
a. Ta Marbutah (ة) hidup 
Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 
kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta Marbutah (ة) mati 
Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah (ة) 
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah (ة) itu 
ditransliterasikan dengan..h. 
 
Contoh: 
 ْلا فْط  ْلَا  ة  ضْو  ر :  Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl 
ة  رّو ن  مْلا  ة نْي  د  مْل ا  َ  :  Al-Madīnah al-Munawwarah/ 
  al-Madīnatul Munawwarah 
 ْة  حْل ط  :  Ṭalḥah 
 
 
 
x 
Catatan: 
Modifikasi 
a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 
Sulaiman. 
b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, 
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan 
sebagainya. 
c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 
Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB II 
HUKUM ADAT SEBAGAI PENGENDALIAN SOSIAL MASYARAKAT 
GAMPONG 
 
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat. 
 
Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan 
kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, 
dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya 
adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang 
serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-
peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki 
kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat 
hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya 
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal 
ataupun atas dasar keturunan.
1
 
Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-
aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.
2
 
Selanjutnya, masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat 
tradisional” atau the indigenous people atau dalam kehidupan sehari-hari disebut 
                                                          
1
 Supriadi, Hukum Adat, (Bandung: PT. Media Alfarid, 2004), hlm. 8. 
 
2
 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 
2010), hlm. 4-6. 
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dengan istilah “masyarakat adat”.3 Masyarakat hukum adat adalah komunitas 
manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku 
manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari 
kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika 
dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. 
Menurut Ratno Lukito dalam bukunya Tradisi Hukum Indonesia, 
menyatakan bahwa hukum adat memiliki karakter fleksibel, simpel, dan supel. 
Karakter dinamis dan fleksibel dari hukum adat terletak dalam aturan-aturan 
detailnya, yang berakal pada pengalaman dan kebutuhan hidup yang selalu 
berkembang sejalan dengan perubahan waktu. Namun tidak berarti bahwa prinsip-
prinsip umumnya mudah berubah, prinsip umumnya tetaplah stabil, karena ia 
menjadi medium yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan ajaran dan 
tradisi para leluhur yang berisi kehidupan duniawi dan elemen-elemen 
supranatural.
4
 
Sejalan dengan prinsip di atas, maka hukum adat merupakan aturan 
kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan oleh 
Allah Swt ke bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian 
bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya proses hukum dimulai dari 
pribadi manusia sebagai makhluk yang berakal dan berperilaku, sehingga 
terbentuk sebuah kebiasaan dan memuat aturan hukum didalamnya yang disebut 
dengan hukum adat.  
                                                          
3
 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia. (Medan: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 69. 
 
4
 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), hlm. 25. 
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Djamanat Samosir dalam bukunya, Hukum Adat Indonesia menjelaskan, 
hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang 
nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir 
dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan 
beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga 
merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan 
merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat 
hukum adat.
5
 
Hukum adat juga merupakan sistem hukum yang dikenal dalam 
lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa 
Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang 
tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum 
masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh 
kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. 
Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang 
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan 
hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
6
 
Jadi, adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok 
masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku 
bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat 
                                                          
5
 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 2. 
 
6
 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 32. 
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adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat 
bersangkutan.
7
 
Dalam sejarahnya, hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck 
Hurgrounje, yaitu seorang ahli sastra dari Timur Belanda pada tahun 1894. 
Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah Adat Recht.  
Snouck Hurgrounje dalam bukunya de atjehers (Aceh) pada tahun 1893-
1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi (dibukukan) 
adalah de atjehers. Selanjutnya istilah ini dipergunakan pula oleh Cornelis van 
Vollenhoven, seorang Sarjana Sastra dan Sarjana Hukum yang juga menjabat 
sebagai Guru Besar pada Universitas Leiden di Belanda. Cornelis memuat 
istilah Adat Recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederlandsch 
Indie (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933.
8
 
Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan 
istilah ini pada tahun 1929 dalam Indische Staatsregeling (Peraturan Hukum 
Negeri Belanda), atau semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam 
masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal. Hilman Hadikusuma 
mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan 
demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para 
ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat 
Indoneisa yang kemudian dikembangkan kedalam suatu sistem keilmuan. 
                                                          
7
 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 
2003), hlm. 1. 
 
8
 Budi Ichwayudi, “Hiprokitisme Tokoh Orientalis Christian Snouck Hurgronje”. Jurnal 
Religio: Jurnal Studi Agama-Agama. Vol. I, No. 2, (2011), Diakses melalui religio.uinsby.ac.id, 
tanggal 10 Januari 2017. 
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Selanjutnya, dalam bahasa Inggris hukum adat dikenal dengan istilah Adat 
Law, namun perkembangan yang ada di Indonesia hanya dikenal dengan 
istilah adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia 
ilmiah dikatakan hukum adat.  
Menurut Mohammad Koesnoe dalam bukunya Hukum Adat Sebagai Suatu 
Model Hukum mengatakan bahwa istilah hukum adat telah dipergunakan seorang 
Ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin 
Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630. Selanjutnya, menurut Hasymi buku 
tersebut (karangan Syekh Jalaluddin) merupakan buku yang mempunyai suatu 
nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik.
9
 
Dari penjelasan di atas, hukum adat secara umum bukan hanya kebiasaan 
yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang berkenaan dengan sosialnya saja, 
melainkan juga berpengaruh pada adat-keagamaan. Sebagai bagian dari kesatuan 
masyarakat, hukum adat juga mempunyai kekhususan yang bersifat keagamaan di 
beberapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut 
kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama seperti agama 
Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran. Di lingkungan 
masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para 
anggotanya selain merupakan warga kesatuan dalam satu desa menurut 
perundang-undangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan 
warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.  
                                                          
9
 Budi Ichwayudi, “Hiprokitisme Tokoh Orientalis Christian Snouck Hurgronje”. Jurnal 
Religio: Jurnal Studi Agama-Agama. Vol. I, No. 2, (2011), Diakses melalui religio.uinsby.ac.id, 
tanggal 10 Januari 2017. 
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Setiap masyarakat hukum adat yang berkembang saat ini dipengaruhi oleh 
berbagai kedaerahan, seperti dibawah ini: 
Hukum adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh: 
a. Agama: Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya di Pulau 
Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama 
Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen. 
b. Kerajaan dipengaruhi oleh: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit. 
c. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa. 
Sedangkan ciri-ciri dari hukum adat yaitu: 
a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi. 
b. Tidak tersusun secara sistematis. 
c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan. 
d. Tidak tertatur. 
e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan). 
f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.10 
Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam 
keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang 
mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat hukum 
adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan 
pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, 
dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola 
tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup. 
                                                          
10
 Muhammad Bushar, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: PT Penebar Swadaya,  2004), 
hlm. 5. 
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Bagian dari pola itulah, masyarakat dikatakan sebagai bagian dari sistem 
sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan 
interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Maka suatu masyarakat 
merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk 
jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.  
Untuk mengetahui macam-macam masyarakat hukum adat, Soerjono 
Soekanto dalam bukunya disebutkan, masyarakat hukum adat di Indonesia dapat 
dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan 
pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah 
(teritorial).
11
 Secara umum, hukum adat yang hidup di Indonesia ada empat 
macam, yaitu: 
1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (Patrilinial), 
yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis 
laki-laki. 
2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (Matrilinial), yaitu 
masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis 
wanita. 
3. Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (Parental), yaitu masyarakat 
yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun 
wanita. 
4. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (alternatif) maksudnya, 
kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun 
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 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 95. 
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adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor 
pengaruh lingkungan waktu dan tempat. 
Jadi, hukum adat merupakan wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri 
atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya 
saling berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. 
Tanpa disadari bahwa nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan 
norma-norma hukum adat yang teradat. Masyarakat hukum adat memiliki tatanan 
dan lembaga adat dengan berbagai perangkat hukum yang dimiliki dan memiliki 
eksistensi yang kuat hingga saat ini. Lembaga adat terbukti sebagai lembaga yang 
menyelesaikan konflik-konflik yang tidak mampu ditangani oleh struktur lembaga 
formal. 
 
2.2. Perangkat Gampong Sebagai Kontribusi Dalam Pembangunan. 
 
Aceh adalah provinsi yang terdiri dari kesatuan masyarakat hukum yang 
bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Hal ini juga terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan keistimewaan ini telah memberi peluang 
untuk menyusun struktur pemerintahan menurut ketentuan adat di dalam 
masyarakat Aceh. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa telah 
29 
 
 
 
membuka peluang untuk kembalinya struktur Pemerintahan Desa berdasarkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Pemerintahan Nasional dan di 
dalam wilayah kabupaten.
12
 
Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan 
Desa juga dirasakan oleh masyarakat Aceh di mana sebelumnya ada Keuchik 
yang memiliki otoritas mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan 
pemerintahan menurut adat, Teungku Imuem Meunasah berkompeten menangani 
persoalan di bidang keagamaan. Sedangkan sebutan untuk desa disebut dengan 
Gampong. Dan apabila ada persoalan di sebuah gampong langsung diselesaikan 
secara internal di dalam Gampong. Sedangkan pada saat pemberlakuan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1979, jabatan Teungku Imuem meunasah dihilangkan 
dari kelembagaan formal menjadi informal. Dan terjadinya penyeragaman sebutan 
desa di seluruh Indonesia.
13
 
Gampong yang otonom akan memberi ruang yang luas pada perencanaan 
pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak 
terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. 
Apabila otonomi gampong benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi 
urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk mencari lapangan kerja/pekerjaan 
di berbagai sektor informal. Potensi lain yang perlu dikembangkan dan 
diberdayakan adalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada di gampong tidak 
                                                          
12
 The Activator For Rural Progress, Peraturan Desa Untuk Kemandirian Rakyat, 
(Petunjuk Teknis Pembuatan Peraturan Desa dan Partipasi Masyarakat), (Medan: Bitra 
Indonesia, 2013), hlm. 1. 
 
13
 Tim Kreatif Fokus Media, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, (Bandung: Fokus 
Media, 2007), hlm. 2-8. 
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perlu di seragamkan pada setiap gampong. Suatu hal yang penting bahwa lembaga 
sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika 
masyarakat gampong, lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan budaya (adat istiadat setempat dan termasuk bagaimana mengelola 
lembaga-lembaga gampong). Setelah melihat lembaga pemerintahan gampong 
yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan gampong. Dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, 
Keuchik beserta Perangkat Gampong dan Tuha Peuet harus menjalankan tugas 
dan fungsi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
14
 
Selanjutnya, qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Gampong yang merupakan penjabaran dari qanun Provinsi NAD 
Nomor 5 Tahun 2003. Qanun ini masih berlaku sampai sekarang karena 
Kabupaten Aceh Besar belum merevisi qanun Kabupaten sebagaimana yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan 
Aceh. Desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Gampong. 
Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong yang 
dipimpin oleh seorang Keuchik. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong yaitu Keuchik, 
Teungku Imum Meunasah, beserta Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong. 
Pemerintah gampong ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
gampong. Tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong di tegaskan Pasal 34 ayat (1) 
qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004, diantaranya:  
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 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2004), hlm. 93. 
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1. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan 
memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam 
Gampong. 
2. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan 
memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Gampong.  
3. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap 
pelaksanaan Reusam gampong, Pelaksanaan keputusan dan kebijakan 
lainnya dari Keuchik; dan  
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah 
Gampong. Tidak terlihat hubungan fungsional antara Lembaga Eksekutif 
Gampong dengan Lembaga Legislatif (Tuha Peut Gampong) pada 
kenyataannya. Misalnya menyangkut masalah menyusun anggaran, 
kebijakan, perumusan reusam gampong, dan pengawasan. Hal ini 
terkadang Keuchik sering berjalan sendiri sementara Tuha Peut hanya 
sekedar dibentuk saja. Padahal masing-masing tugas pemerintahan 
gampong ini ada keterkaitan yang erat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan gampong.
15
 
Penataan kehidupan masyarakat maupun pemerintahan, masing-masing 
gampong telah memilih Keuchik dan Tuha Peut selaku pemerintahan gampong 
untuk menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah gampong. Masing-masing 
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 Pasal 34 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. 
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pemerintahan gampong sudah diatur tugas, fungsi dan wewenangnya. Namun, 
dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong ada hal-hal yang tidak sesuai 
dengan yang diamanatkan qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Gampong, terutama menyangkut tugas dan fungsi Keuchik 
dan Tuha Peut Gampong, sehingga hubungan fungsional yang terjalin tidak 
maksimal. Meski kedua lembaga ini punya keterkaitan yang lebih erat dalam 
menjalankan roda pemerintahan gampong akan tetapi peranan Keuchik lebih 
dominan karena banyak kebijakan dan keputusan yang langsung diputuskan tanpa 
meminta persetujuan dari Tuha Peut. Misalnya dalam hal melaksanakan 
pembangunan gampong, sebenarnya Keuchik terlebih dahulu harus mengadakan 
musyawarah dengan anggota Tuha Peut, begitu juga dengan proses perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan gampong. 
            Selain itu, mengenai alokasi dana gampong harus dijelaskan kepada 
masyarakat, baik menyangkut pengeluaran maupun penerimaan agar tidak timbul 
anggapan yang macam-macam dalam masyarakat. Namun kenyataannya 
pertanggungjawaban inilah yang masih kurang dilakukan, sehingga akhirnya 
masyarakat cenderung menilai adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana 
gampong. Selain itu, juga ada gampong yang belum membentuk Reusam 
Gampong yang merupakan peraturan yang harus ada dan dibuat oleh Keuchik 
berdasarkan persetujuan dari Tuha Peut untuk ketertiban masyarakat gampong. 
Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, 
melaksanakan pembangunan, menata masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan 
syari’at Islam. Oleh karenanya pembangunan masyarakat gampong sangat terkait 
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dengan struktur dari pemerintahan gampong dalam menjalankan penyelenggaraan 
pemerintahannya. Ada kewenangan khusus yang harus di akui dalam 
pemerintahan Aceh yaitu susunan lembaga pemerintahan wilayah Provinsi Aceh 
yang terdiri dari Kabupaten/Sagoe dan Kota/ Banda. Wilayah kabupaten dan kota 
ini terdiri lagi atas Kecamatan/Sagoe Cut yang terdiri dari Mukim-mukim. 
Sedangkan mukim terdiri lagi dari beberapa gampong.
16
 Selanjutnya, dalam pasal 
1 huruf (g) qanun kabupaten Aceh Besar nomor 8 tahun 2004 pada ketentuan 
umum menyebutkan, gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung berada di bawah 
Mukim yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh Keuchik serta berhak 
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
17
 
Keuchik dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Gampong mempunyai 
kedudukan serta tugas dan fungsi sebagai alat Pemerintahan Gampong dan unit 
pelaksanaan dalam Gampong. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam 
pemberian hak otonomi khusus kepada provinsi Aceh yaitu menyelenggarakan 
urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, 
pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menumbuhkan dan 
mengembangkan semangat kerja sama dalam masyarakat sebagai wujud 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Gampong.
18
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 Husni Jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam 
Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945, (Bandung: Utomo Bandung, 2005), hlm. 239. 
 
17
 T.M.Djuned, Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh, (Banda Aceh: Fak.Hukum 
Unsyiah dan Pemprov NAD, 2000), hlm. 639. 
 
18
 Zainal Abidin, Dampak Sistem Pemerintahan Desa Terhadap Pemerintahan Adat 
Gampong dan Implikasinya bagi Ketahanan Wilayah, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 40, 
2004. (Banda Aceh: Fak.Hukum Unsyiah, 2004), hlm. 651. 
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Dengan demikian keuchik sebagai pimpinan masyarakat tentu mempunyai 
kewajiban untuk membina dan mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha 
untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 
Selain itu, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh keuchik juga harus 
dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Tuha Peuet Gampong, karena Tuha 
Peuet menjalankan tugas konsultatif dalam segala urusan pemerintahan dan 
hukum kepada keuchik baik diminta maupun tidak diminta. Dengan demikian, 
orang-orang yang duduk pada lembaga Tuha Peuet ini mewakili empat unsur, 
yaitu ulama gampong, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, 
Pemuka Adat dan Cerdik Pandai/Cendekiawan.
19
 
Jadi, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan 
Gampong, keuchik sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah 
gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, 
menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta 
mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan gampong. Begitu juga 
Tuha Peuet yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja keuchik serta 
harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh keuchik. 
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan gampong juga sangat dipengaruhi 
oleh kemampuan untuk melaksanakan administrasi gampong dengan baik. 
Mengenai penyelenggaraan pemerintahan gampong, Pemerintah Aceh telah 
mengeluarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, dan 
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 Materi Pelatihan, Penguatan Tuha Peuet dan Qanun Gampong, oleh Logica-AIPRD, 
2007. 
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lebih khusus lagi Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Qanun 
Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong. 
 
2.3. Peran Lembaga Adat Dalam Memberikan Sanksi Hukum. 
 
Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, 
disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa 
sosial. Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat 
penyelesaian konflik perlu dilakukan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat 
Indonesia. 
Di propinsi Aceh, persoalan yang berhubungan dengan ketertiban antar 
sesama masyarakat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Pengesahan 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah 
membawa dampak positif terhadap pengembangan dan penguatan lembaga adat di 
Aceh. Dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 
disebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial  kemasyarakatan secara adat 
ditempuh melalui lembaga adat. Ada beberapa lembaga adat yang bisa menjadi 
mediator dalam penyelesaian sengketa, diantaranya adalah Keuchik, Tengku 
imum, Tuha Peut, Tuha Lapan dan Imum Mukim. Selanjutnya, pasal 4 (e) qanun 
nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim di Propinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam mengatur tentang penyelesaian dalam rangka memutuskan dan/atau 
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menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-
perkara adat dan hukum adat.
20
 
Penyelesaian sengketa atau kasus pelanggaran syariat Islam secara adat, 
seperti khalwat mempunyai daya tarik tersendiri, karena keserasiannya dengan 
sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh yang muncul dalam sebuah upaya 
penyelesaian secara adat, yaitu sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang 
tepat, keputusan non-yudisial, prosedur rahasia (confidentiality), fleksibilitas 
dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, 
pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, 
kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan 
sepanjang waktu. 
Selanjutnya, proses pemberian sanksi hukum adat oleh lembaga adat 
terhadap berbagai kasus, seperti khalwat dan pelanggaran adat lainnya bersifat 
tegas dan pasti, karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Ketegasan 
tersebut dimaksudkan untuk memelihara kepentingan pihak lain dan tidak 
terganggunya sistem sosial yang telah dipraktekkan bersama. Sanksi hukum adat 
juga tidak bersifat baku atau sesuai dengan kondisi daerah, karena merupakan 
kesepakatan yang dijalani bersama. Sifat ini menandakan bahwa hukum adat 
sangat fleksibel, tidak seperti hukum formal.
21
 
Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di 
Provinsi Aceh untuk mendamaikan perkara dengan mengadakan rapat adat 
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 Mahdi, Eksistensi Peradilan Adat di Aceh. Dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 
Vol.8, No.2, Desember 2011.  
 
21
 Abdurrahman, Majelis Adat Aceh, Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat, 10 Januari 
2017. Diakses melalui situs: http://maa.acehprov.go.id/ pada 3 November 2016. 
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gampong, yang dipimpin oleh keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan 
kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat 
kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan apabila imum Mukim dalam 
jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat 
diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari’ah. Tata cara dan syarat-
syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-
masing daerah kabupaten/kota/kecamatan/mukim dan gampong.
22
 
Pelanggaran khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong dapat 
diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini 
sebaiknya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayatul Hisbah, dan 
masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan 
penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat  gampong, 
sedangkan jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan 
langsung kepada penyidik.
23
 
Beragamnya bentuk pemberian sanksi adat, disatu sisi bisa dipahami 
karena pemberian sanksi itu tergantung pada hukum adat yang berlaku pada 
masyarakat setempat. Akan tetapi, di sisi lain kadang dalam komunitas 
masyarakat adat yang sama terjadi perbedaan sanksi yang diberikan pada kasus 
yang hampir sama, ini kadang menunjukan tidak konsistensinya dalam pemberian 
sanksi adat. Selain itu, terhadap sanksi adat lain yang direspon secara berbeda 
oleh penerima sanksi atau masyarakat, ada yang bisa menerima karena dirasakan 
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 Riki Yuniagara, Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 
Tentang Khalwat/Mesum di Kota Banda Aceh, 17 September 2013. Diakses melalui situs: 
https://rikijuniagara.wordpress.com pada tanggal 10 Januari 2017. 
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adil dan meneyelesaikan masalah, ada yang tidak bisa diterima karena dirasakan 
tidak adil.  
Dalam memberikan pedoman bagi fungsionaris Peradilan Adat (Majelis 
Penyelesaian sengketa secara Adat di Gampong atau Mukim), dalam Qanun Aceh 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Adat dan Adat Istiadat ditentukan 
beberapa bentuk sanksi adat sebagai pedoman.  Beberapa sanksi adat dimaksud 
adalah: 
a. Penggantian kerugian. 
b. Penggantian kerugian non material. 
a) Membayar uang adat oleh pihak pelanggar hukum kepada pihak yang 
menjadi korban. 
b) Membebankan biaya kenduri selamatan/pemotongan kurban di 
Meunasah kepada si pelangar hokum yang mencemarkan nama baik 
desa serta masyarakatnya 
c) Penutup malu, dengan acara khusus permintaan maaf di Meunasah 
atau balai Gampong. 
Dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan beberapa sanksi 
adat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa/kasus secara adat 
dalam Peradilan Adat. Sanksi adat dimaksdu adalah: 
1. Nasehat. 
2. Teguran. 
3. Pernyataan maaf. 
4. Sayam atau diyat. 
5. Denda. 
6. Ganti kerugian. 
7. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain. 
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8. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain. 
9. Pencabutan gelar adat; dan 
10. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.24 
 
Jenis sanksi adat di atas sebagai pedoman bagi fungsionaris Peradian adat 
dalam menyelesaikan berbagai kasus/sengketa secara adat. “Nasehat” merupakan 
sanksi yang paling ringan dan termasuk kategori sanksi dalam Qanun karena 
dengan diberikan nasehat diharapkan pelaku akan sadar dan kembali pada 
keadaan semula. Dengan mengikuti nasehat berarti seseorang melaksanakan 
kewajiban yang dibebankan dalam keputusan adat. Sanksi “Teguran” sedikit lebih 
keras dari nasehat, dengan teguran seseorang dianggap bersalah dan teguran akan 
berfungsi sebagai beban yang dimaksudkan untuk memulihkan kondisi prilaku 
seseorang. “Permintaan maaf” adalah beban yang dipikul sesorang yang bersalah. 
“Sayam” atau “diyat” merupakan sanksi dalam bentuk pembebanan pelaku 
kasalahan untuk memberikan sesuatu kepada korban sebanding dengan kualitas 
kerugian. Ini biasanya dilakukan terhadap sengketa/kasus yang berakibat salah 
satu pihak menderita kerugian fisik. “Denda” dibebankan kepada pelaku yang 
telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat banyak baik dalam bentuk 
kerugian materil maupun moril. Dengan denda diharapkan kerugian masyarakat 
tadi terpulihkan. “Ganti kerugian” merupakan sanksi yang membebankan 
seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan 
dibebani kewajiban mengganti rugi sebesar kerugian yang ditimbulkan. 
“Dikucilkan” merupakan sanksi yang berikan terhadap sesorang yang tidak mau 
mengikuti tata kehidupan bersama, tidak patuh pada keputusan-kepuusan adat dan 
                                                          
24
 Abdurrahman, Majelis Adat Aceh, Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat, 23 Maret 
2016. Diakses melalui situs: http://maa.acehprov.go.id/ pada tanggal 3 November 2016. 
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melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. “Dikeluarkan dari 
masyarakat” merupakan sanksi yang paling berat. Oleh karena itu sanksi ini hanya 
bisa dijatuhkan terhadap sesorang yang telah melakukan pelanggaran adat berat 
yang sangat merugikan masyarakat dan sudah diberikan kesempatan untuk 
memperbaiki perilaku tetapi juga tetap melakukan pelanggaran dimaksud.
25
 
Jadi, peran lembaga adat dalam pemberian sanksi hukum kepada orang 
yang melakukan tindakan di luar ketentuan syariat Islam atau orang yang 
bersengketa harus dilakukan secara hukum adat melalui lembaga adat yang 
diketuai oleh Keuchik selaku hakim dalam menentukan sikap dan kebijakan yang 
adil atas pertimbangan Tuha Peuet dan Imum Mukim. Hal ini dinilai sebagai 
sebuah upaya adat dalam mencari titik temu penyelesaian berbagai kasus di Aceh 
tanpa harus diadili pada tingkat Mahkamah Syar’iah dan/atau pihak kepolisian. 
Namun, apabila penyelesaian di tingkat adat gampong, baik Keuchik maupun 
mukim, maka akan diselesaikan pihak Mahkamah Syar’iah bahkan paa pihak 
kepolisian. 
 
2.4.  Konsep Khalwat Dalam Hukum Pidana Islam. 
Dalam Islam, konsep khalwat laki-laki dan perempuan atau berduaan 
antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim terbagi dalam dua jenis, yaitu: 
1. Pertemuan laki-laki dan perempuan secara berduaan tanpa adanya 
kehadiran orang lain.  
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 Ibid, hlm. 39. 
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2. Pertemuan antara pria dan wanita namun dapat terlihat oleh orang lain.26 
Hukum khalwat antara laki-laki dan perempuan adalah haram. 
Berdasarkan firman Allah Swt dalam Alquran Surat Al Isra' : 17:32. 
  
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS Al-Isra’ : 
17:32)  
 Di dalam buku Al Yasa’ Abu Bakar yang berjudul Syari’at Islam di 
Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan dijelaskan 
bahwa,  
Pandangan khalwat menurut fiqh adalah berada pada suatu tempat yang 
tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan 
muhrim sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat 
tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari 
itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara 
laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang 
dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan 
perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang 
oleh Syari’at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada 
zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam 
perbuatan khalwat, pertama berada berduaan di tempat terlindung atau 
tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan 
perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di 
tempat sepi.
27  
 
Khalwat atau mesum merupakan salah satu perbuatan mungkar yang 
dilarang oleh Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku 
                                                          
26
 Faisal Ali, Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat. (Aceh: Badan Arsip dan 
Perpustakaan, 2013), hlm. 47. 
 
27Al Yasa’ Abu Bakar, Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, 
Kebijakan dan Kegiatan (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 
2008), hlm. 277. 
 
42 
 
 
 
dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat membawa seseorang 
kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Qanun tentang larangan 
khalwat atau mesum dalam penerapan Syari’at Islam secara kaffah. Larangan 
khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan 
jarimah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, 
minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan 
yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi 
disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.
28 
 
Oleh karena itu, hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-
mudi dengan baik. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan 
perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar 
hubungan laki-laki dan perempuan di ikat dengan tali perkawinan adalah untuk 
menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari 
hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak 
yang dilahirkan tersebut. Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri bagi 
perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung 
kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum, khamar, dan 
maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah 
                                                          
28 
Sri Suyanta, dkk, Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Untuk Remaja, Pelajar 
dan Mahasiswa, (Banda Aceh: Dinas Syar’at Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2008). 
Cet II, hlm. 279-280. 
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kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan 
kemurnian nasab seorang anak manusia.
29 
 
Dalam beberapa hadist, Nabi juga menunjukkan batas-batas pergaulan 
antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Adapun salah satu hadist 
tentang larangan berduan yang bukan muhrim sebagaimana Nabi Muhammad Saw 
melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan 
muhrimnya tanpa ditemani oleh muhri. 
 ِنَعَوِِِ ِنْباَِِِِعِ  ساَّبَِِِى  ضَرِِِهاللِِ،اَمه ْنَعََِِِّنأِِِهاللِ ىَّلَصِ  اللِ هلِ ْوهسَرِِ ِهَْيلَعَِِِلاِ :ِ َلاَقِ ،َمَّلَسَو
َِّنّوهلَْخيِِِْمهكهدََحأِِِ ةاَرْم إ بَِِِِّلا إَِِعَمِِى  ِ َذِِِ)ملسموِيراخبلاِهاور(ِ.  مَرْحَم  
Artinya: Dari ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 
“Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat 
(berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. 
Bukhari dan Muslim).
30
 
 
Pelajaran hadist di atas adalah, seorang laki-laki haram berkhalwat dengan 
perempuan lain, maka dari itu jauhilah perbuatan khalwat, karena khalwat dapat 
membangkitkan kejahatan dan menjerumuskan ke dalam perzinaan. Nabi 
melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan 
laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan 
memantapkan hatinya, 
رَمهعِ  نْباِ  نَع َِعْي َبيَِْنأِملسوِهيلعِاللِىلصِى ّبَنلاِىََهن(ِ:َِلاَقِاَم ه ْنَع ِهاللَِى  ضَر ََِِِِىلَعِْمهك هضَْعب
ىَّتَحِ،  هْي  َخأِ  ةَبْطَخَِىلَعَِل هجَرلاِ هبهطَْخيِ َلاَوِ،  ضَْعبِع ي ِْ َبَِِِْوأِ ه َلْبَقِ هب  طاَخلاَِك هْرتَيََِِِنْذَأيِِِه ل َِ
)بهط اَخلا.ِ)ملسموِيراخبلاِهاور(  
                                                          
29
 Muhammad Siddiq, Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif 
Mahasiswa Aceh, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC) 2009), hlm. 34-35. 
 
30
 Imam Nawawi, Shahih Riyadhush-Shalihin Buku ke-2, (Terj. Team KMPC), (Ed: Team 
Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 477. 
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Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Umar R.A, Nabi Saw melarang seseorang 
berusaha membatalkan persetujuan yang telah dibuat diantara sejumlah 
orang dengan menawarkan barang dagangannya. Dan seorang leki-laki 
tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya 
sesama Muslim, kecuali apabila ia meninggalkan pinangannya atau 
mengizinkan ia meminangnya. (HR. Bukhari dan Muslim).
31
 
 
Penjelasan hadist di atas dapat di ambil satu kesimpulan bahwa, Nabi Saw 
melarang berkhalwat dengan seorang wanita yang sudah dipinang, meski Islam 
membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meya-
kinkan dan memantapkan hatinya, perbuatan itu juga biasa menjerumuskan 
kedalam perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan yang sangat di benci oleh 
Allah Swt. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak 
bersama muhrimnya atau orang lainnya. 
 ِر  ماَعِ  نْبِ َةَبق ِْ هعِ ِْنَع ملسوِهيلعِاللِىلصِاللِىلصِاللِ هلْوهسَرِ ََِّنأِ :ِ ه ْنَعِ هاللَِى  ضَرِِ:لاق
:ر اَصَْنلأاِ َن  مِ ٌل هجَرِ َلاَقَفِ .)  ءاَسن لاِ َىلَعِ َلْو هخهدلاِ َوِ ْمك ِْ ه اَّي إ( ،اللِ لوسرِ اَي َِت َِ َْيأَر َِ َفأ
)ملسموِيراخبلاِهاور(ِ.)َتْوَملاِ هوْمَحلا(ِ:َِلاَقِ؟َوْمَحلاِ  
Artinya: Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a Rasulullah Saw bersabda , “ 
hati-hatilah masuk ke rumah seorang perempuan.” Bagaimana dengan 
Al-Hamu?” Nabi Saw, bersabda, “al-hamu (kakak ipar istri) adalah 
maut.”. (HR. Bukhari dan Muslim).32 
Penjelasan hadist di atas menjelaskan tentang antuisme Islam terhadap 
keselamatan masyarakat Islam menutup pintu kejahatan dan mencegah terjadinya 
perzinaan dan berbagai pendorongnya. Maka dari itu Nabi Saw melarang seorang 
laki-laki masuk kerumah wanita tanpa di temani oleh muhrimnya. 
                                                          
31
 Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azzim Al-Mundziri, Ringkasan Sahih Al-Bukhari, (Malaysa: 
Batu Caves, 2004), hlm. 791. 
 
32
 Ibid. hlm. 799. 
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Khalwat atau mesum adalah perbuatan yang dilakukan dua orang yang 
berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat 
tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang 
seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan. Qanun tentang 
larangan khalwat atau mesum dimaksudkan sebagai upaya preventif  dan pada 
tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘Uqubat 
dalam bentuk “Uqubat Ta’zir yang dapat berupa ‘Uqubat cambuk dan ‘Uqubat 
denda (graramah). Oleh karena itu, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 menetapkan 
beberapa ketentuan material tentang larangan dan pencegahan khalwat tersebut. 
Di dalam Pasal 4 dan 5 dijelaskan bahwa, “Khalwat/mesum hukumnya haram, dan 
setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum”.33 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, khalwat atau bersama-sama 
dengan orang lain dalam suatu tempat adalah suatu hal yang sering dilakukan oleh 
manusia sebagai makhluk yang berasaskan zoon politicon atau makhluk sosial, 
namun Islam sebagai agama yang universal dan kaffah memberikan tuntunan di 
dalam melakukan khalwat ini, khususnya ketika dilakukan bersama-sama antara 
laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan agar tetap terjaganya 
kehormatan masing-masing dan terjauh dari kemudharatan. 
Dari sisi hukum pun khalwat tidak dibolehkan, karena bertentangan 
dengan hukum, baik dalam Islam maupun secara hukum adat. Di Aceh, 
khalwat/mesum sesuatu hal yang tidak lazim, dimana antara laki-laki dan 
perempuan berduaan yang bukan muhrim. Hal ini dikhawatirkan akan 
                                                          
33
 Sri Suyanta, dkk, Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Untuk Remaja, Pelajar 
dan Mahasiswa, (Banda Aceh: Dinas Syar’at Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2008). 
Cet II, hlm. 282. 
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menimbulkan efek yang tidak baik bagi kedua pasangan bahkan berujung pada 
persoalan keluarga. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP 
PELAKU KHALWAT DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN 
ACEH BESAR 
 
3.1. Gambaran Umum Tinjauan Hukum Adat di Aceh Besar.  
 
Dalam buku Abu Bakar tentang nama Aceh yang berjudul, “Bunga 
Rampai Tentang Aceh”,  menyebutkan Aceh merupakan daerah paling ujung barat 
dari wilayah Indonesia. Daerah ini menyimpan berbagai misteri yang sampai saat 
ini banyak dikaji oleh para peneliti.
1
 Persoalan pelaksanaan peradilan/hukum adat 
dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata 
lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat 
memadai. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan 
secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari 
Gampong dan Mukim.
2
 Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan 
peradilan adat yaitu Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim.  
Di bawah ini adalah hukum-hukum dan peraturan-peraturan utama yang 
mengatur pelaksanaan adat di Aceh, yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa: “Daerah diberikan 
kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam”.  
                                                          
1 
Abu Bakar Aceh, Bunga Rampai Tentang Aceh, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), 
hlm. 19. 
 
2 
Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh; Untuk Peradilan Adat Yang Adil 
dan Akuntabel. (Banda Aceh: MAA, 2008), hlm. 7. 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab 
XIII tentang Lembaga Adat, pasal 98 (2) mengatakan bahwa: “Penyelesaian 
masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat”. 
lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud di atas meliputi, Tuha Peuet, 
Majelis Adat Aceh, Imum Mukim, Imum Chik, Imum Meunasah, Keuchik, 
Tuha Lapan, Keujruen Blang, Syahbanda, Panglima Laot, Pawang Glee, 
Peutuwa Seuneubok, Haria Peukan.  
3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Kehidupan Adat menegaskan bahwa: ”Lembaga Adat berfungsi sebagai alat 
kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.” 
Adapun tugas lembaga adat adalah: 
1) Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5). 
2) Menjadi Hakim Perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat 
penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 6 dan 10). 
4. Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk: 
1) Memutuskan dan atau menetapkan hukum. 
2) Memelihara dan mengembangkan adat. 
3) Menyelenggarakan perdamaian adat. 
4) Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap 
perselisihan- perselisihan dan pelanggaraan adat. 
5) Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian 
lainnya menurut adat. 
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6) Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat 
istiadat. 
5. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban 
pemerintahan Gampong adalah: 
1) Menyelesaikan sengketa adat. 
2) Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat. 
3) Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya 
perbuatan maksiat dalam masyarakat. 
4) Bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim 
perdamaian.  
6. MOU antara Gubernur, Kapolda, dan MAA. Kaitannya dengan peradilan 
adat, draf MOU tersebut menegaskan bahwa, antara lain: 
1) Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga Peradilan 
Perdamaian. 
2) Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk 
menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru 
diajukan ke persidangan Mukim. 
3) Ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/Mukim dan 
oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara. 
4) Menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat. 
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3.1.1. Pelanggaran Adat dan Sanksinya. 
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berkehidupan sosial akan selalu ada 
perselisihan pendapat yang bisa menimbulkan sengketa. Sengketa bisa terjadi 
antar pribadi maupun antar kelompok. Di propinsi Aceh, biasanya sengketa akan 
selalu diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Lahirnya UU Nomor 11 tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa dampak positif terhadap 
pengembangan dan penguatan lembaga adat di Aceh. Dalam Pasal 98 ayat (2) dan 
ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial 
kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3
 
Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Badruzzaman mengatakan dalam 
penerapan sanksi hukum adat tidak dibenarkan menghakimi masa, individu atau 
kelompok. Setiap sangketa wajib diselesaikan melalui perangkat gampong, sesuai 
dengan pranata hukum adat yang berlaku. Bentuk-bentuk sanksi adat telah 
tercantum dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat 
dan Adat Istiadat. Beberapa jenis sanksi yang dijatuhkan dalam penyelesaian 
sengketa adat adalah dengan memberi nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, 
diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain 
pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan adat 
setempat. Badruzzaman juga mengatakan, sanksi-sanksi yang tidak bersifat 
mendidik atau tidak membina akhlak tidak ada dalam ajaran agama dan juga tidak 
                                                          
3
 Idlo, Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa (Tinjauan Dalam Adat Aceh), 22 
Mei 2007. Diakses melalui situs: http://www.idlo.org/ pada tanggal 31 Desember 2016. 
51 
 
 
 
ada dalam adat di Aceh, yang demikian harus dibasmi dan dihapuskan dalam 
kehidupan masyarakat.
4
 
Khalwat yang merupakan perbuatan keji dan bisa saja menuju pada jalan 
yang lebih keji yaitu perzinahan harus mendapatkan perhatian yang khusus. 
Terutama dalam Islam yang menjunjung tinggi akhlak mulia harus benar-benar 
memperhatikan penyebab dan solusi terjadinya khalwat. Khalwat merupakan 
suatu jarimah jika dilihat dari sisi hukum fiqh jinayah, termasuk jarimah atau 
tindak pidana sebab yang dinamakan dengan jarimah adalah mengerjakan sesuatu 
yang diharamkan oleh syara dan/atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh 
syara.  
Jika dilihat dari besarnya hukuman, maka khalwat termasuk pada bagian 
Ta’zir, yaitu ta’zir yang ketentuan jarimahnya oleh syara tetapi dalam masalah 
sanksi diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (hakim) dengan memperhatikan 
kondisi pelaku dan perbuatan jarimahnya. Delik pidana adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan/Qanun atau 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 
dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum. Begitu juga halnya dalam bentuk 
pencegahan terhadap terjadinya, perbuatan khalwat/mesum tersebut dibutuhkan 
peran serta masyarakat. 
                                                          
4 
Etti Rismanita, penerapan Sanksi Adat Tak Boleh Sesuka Hati, 22 Agustus 2010. 
Diakses melalui situs: https://www.ajnn.net  pada tanggal 31 Desember 2016. 
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Dalam menyelesaikan berbagai sengketa, banyak sanksi yang bisa 
dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Pasal 19 Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraaan Kehidupan Adat menyebutkan bahwa jenis-jenis penyelesaian 
sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:  
a) Nasehat. 
b) Teguran. 
c) Pernyataan maaf dihadapan orang banyak di meunasah atau mesjid, diikuti 
dengan acara peusijuk. 
d) Denda. 
e) Ganti kerugian. 
f) Dikucilkan oleh masyarakat gampong. 
g) Dikeluarkan dari masyarakat gampong. 
h) Pencabutan gelar adat. 
i) Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan adat setempat  
Pasca tsunami, kebutuhan pengetahuan akan hukum dan lembaga adat kini 
mulai dirasakan penting. Hamid Zein mengatakan bahwa hal ini pertama 
dikarenakan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan hukum dan peraturan adat, 
khususnya dalam menyelesaikan sengketa. Kedua adalah dengan adanya Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kini memberi 
peluang untuk diwujudkan kembali berbagai kearifan lokal di Aceh, khususnya 
dalam pelaksanaan adat. Implementasi dari undang-undang ini pun kini menjadi 
sangat penting untuk mengaktifkan kembali berbagai lembaga adat, yang sangat 
diperlukan untuk terus ada dan menjadi mediator dalam setiap penyelesaian 
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persoalan dan sengketa. Publikasi informasi tentang hukum dan penyelesaian pun 
kini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat sehingga masyarakat juga bisa 
dibebaskan dari kebutaan hukum. Diharapkan bahwa berbagai informasi tentang 
hukum dan penyelesaiannya bisa menjadi solusi dalam masyarakat untuk bisa 
menjadi solusi jika mereka terlibat dalam masalah dan sengketa.
5
 
3.1.2. Proses Penyelesaian Pelanggaran Khalwat Dengan Hukum Adat.  
 
Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung 
tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih 
berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong atau mukim. Meskipun 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 berusaha menghilangkan fungsi mukim, 
keberadaan Imum Mukim di Aceh masih tetap diakui dan berjalan. Hukum adat di 
Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. 
Menurut Keuchik Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, 
Kabupaten Aceh Besar, Muhammad Iqbal menjelaskan, masyarakat Aceh sangat 
senang menyebut dirinya dengan sebutan Ureueng Aceh dan setiap gampong yang 
ada di Aceh memiliki institusi-institusi adat di tingkat gampong dan mukim. 
Institusi ini juga merupakan lembaga pemerintahan. Jadi, setiap kejadian dalam 
kehidupan bermasyarakat, Ureueng Aceh selalu menyelesaikan masalah tersebut 
secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya.
6
 
Muhammad Iqbal melanjutkan, dari hal itu dalam hukum adat semua jenis 
pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati 
                                                          
5
 Idlo, Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa (Tinjauan Dalam Adat Aceh), 22 
Mei 2007. Diakses melalui situs: http://www.idlo.org/ pada tanggal 31 Desember 2016. 
 
6
 Wawancara dengan Muhammad Iqbal (52), Keuchik Gampong Meunasah Manyang, 
pada tanggal 1 Januari 2017 di gampong Meunasah Manyang. 
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masyarakat. Hukum dalam adat Aceh tidak langsung diberikan begitu saja 
meskipun dalam hukum adat juga mengenal istilah denda. Dalam hukum adat 
jenis penyelesaian masalah dan sanksi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan 
menasihati, teguran, pernyataan maaf oleh yang bersalah di hadapan khalayak 
ramai. Biasanya dilakukan di mesjid atau meunasah, kemudian baru dijatuhkan 
denda. 
Selain itu, salah seorang tokoh Adat Gampong Meunasah Manyang, 
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Darmawan juga mengatakan, 
Salah satu kebijakan yang diterapkan di gampong Meunasah Manyang, 
Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar merupakan penerapan hukuman denda. Ini 
dilakukan untuk melakukan kegiatan peusijuk bagi pelaku khalwat.
7
 
Darmawan juga mengatakan, dalam hukum adat di Aceh apabila terjadi 
pelanggaran baik itu berupa pelanggaran minum-minuman keras (khamar), 
Perjudian (maisir), dan perbuatan mesum (khalwat), maka pelanggaran tersebut 
akan diselesaikan melalui Reusam gampong (hukum adat setempat) dengan 
mengadakan musyawarah. Sedangkan bentuk sanksi bagi yang melakukan 
pelangaran khalwat membayar denda tergantung kesepakatan musyawarah 
gampong yang difasilitasi oleh Keuchik atau tokoh adat setempat. Biasanya 
dilakukan dengan tebusan kambing atau uang.
8
 
 
 
                                                          
7
 Wawancara dengan Darmawan (48), tokoh Adat gampong Meunasah Manyang, pada 
tanggal 1 Januari 2017 di gampong Meunasah Manyang. 
 
8
 Ibid. 
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3.2. Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Khalwat. 
Dari masa ke masa, kehidupan bermasyarakat di Aceh diwarnai dengan 
nilai-nilai keislaman, dinamika kehidupan seperti ini merupakan keinginan 
bersama masyarakat Aceh yang dikenal saat itu dengan sebutan Nanggroe Aceh 
Darussalam bahkan pada masa kerajaan zaman Belanda.  
Di Aceh, setelah lahirnya qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan 
Adat dan Adat Istiadat maka secara formal Peradilan Adat di Aceh dapat 
menyelesaikan 18 kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu di 
antaranya ialah kasus khalwat sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf d Qanun 
Aceh Nomor 9 tahun 2008 yang berbunyi:  
Salah satu kewenangan Peradilan Adat Gampong di Aceh ialah 
menyelesaikan kasus khalwat.  
Dalam penyelesaiannya, qanun tersebut mengamanahkan seperti dimaksud 
oleh Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:  
Pasal 3 ayat (2): Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.  
Pasal 3 ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar 
sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di 
gampong atau nama lain. 
Pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku khalwat di Gampong Meunasah 
Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan hasil 
wawancara peneliti, tanggal 1 Januari 2017 dengan Keuchik, Muhammad Iqbal 
menjelaskan, pada saat pelaksanaan putusan hukuman atau sanksi bagi pelaku 
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khalwat, maka harus dihadiri oleh pelaku, dan ditentukan secara peradilan adat 
melalui mekanisme atau hakim yang memutuskan dengan posisi Keuchik sebagai 
ketua sidang Peradilan Adat Gampong, Tuha Peuet dan dihadiri oleh masyarakat 
dan/atau yang mewakili untuk diketahui oleh pelaku dan masyarakat lainnya.
9
 
Saat peneliti menanyakan tentang fungsi Tuha Peut dalam perkara hukum 
adat, salah satu tokoh adat Gampong Meunasah Manyang, Darmawan pada 
peneliti menjelaskan, dalam masyarakat adat Aceh Tuha Puet berfungsi seperti 
juri dalam hukum Anglo Saxon atau sebagai sistem hukum yang didasarkan pada 
yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim (Keuchik) sebelumnya yang 
kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim akan datang.
10
 
Sedangkan teknis dalam penentuan jumlah warga musyawarah biasanya 
dilakukan dengan seluruh warga, perwakilan yang dihadiri oleh perwakilan-
perwakilan, baik dusun atau pun lorong (jurong) dalam gampong tersebut. Teknis 
dihadiri seluruh warga biasanya dilakukan pada saat ditangkapnya pelaku 
khalwat, kemudian dimandikan dengan air comberan sebagai bentuk pencucuian 
dan dirapatkan atau dimusyawarahkan secara keseluruhan yang dihadiri oleh 
warga. Selanjutnya, persidangan peradilan adat juga dihadiri oleh Tengku 
Imueum. Teungku Imueum merupakan imam shalat dalam gampong dan 
pemimpin keagamaan. Tuengku Imuem juga berfungsi sebagai orang yang 
dimintai pertimbangannya mengenai ihwal keagamaan. Selain itu, persidangan 
                                                          
9
 Wawancara dengan Muhammad Iqbal (52), Keuchik Gampong Meunasah Manyang, 
pada tanggal 1 Januari 2017 di Gampong Meunasah Manyang. 
 
10
 Wawancara dengan Darmawan (48), Tuha Peuet Gampong Meunasah Manyang, pada 
tanggal 1 Januari 2017 di Gampong Meunasah Manyang. 
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juga dihadiri oleh ketua pemuda dan saksi-saksi lainnya yang ikut menangkap 
pelaku.
11
 
Untuk proses persidangan, para hakim, yang terdiri dari perangkat adat 
terlebih dahulu menanyakan kronologis penangkapan kepada warga dan saksi-
saksi serta mendengar keterangan pelaku. Selanjutnya meminta pandangan Tuha 
Puet dan tokoh masyarakat setempat. Pada akhirnya majelis Peradilan Adat 
Gampong yang terdiri atas perangkat adat bermusyawarah dan mengambil 
keputusan-keputusan sesuai dengan reusam yang ada atau aturan yang sudah 
ditetapkan di gampong tersebut.  
Apabila terbukti bersalah, maka pelaku dikenakan sanksi penyerahan 
seekor kambing sebagai sanksi adat gampong dan penyelesaian selanjutnya 
diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Besar. Putusan 
sidang di gampong Meunasah Manyang tidak ada amar putusan resmi dalam 
bentuk surat yang ditandangani oleh majelis hakim dan pelaku, jadi prosesnya 
masih tidak tertulis.  
Dalam artikel yang ditulis oleh Teuku Muttaqien Mansur dkk., dengan 
judul “Kewenangan Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Di 
Aceh”, menyebutkan keuchik sebagai ketua hakim adat dalam menyelesaikan 
kasus yang terjadi juga tidak sembarangan. Kaidah-kaidah yang menjadi filosofi 
penyelesaian kasus adat juga harus dipenuhi oleh mereka. Kaidah seperti disebut 
di atas dalam bentuk hadih maja “Uleu beu matee, ranteng beek patah” mesti 
                                                          
11
 Pernyataan yang peneliti kembangkan sesuai hasil penelitian dengan Keuchik 
(Muhammad Iqbal), (Tokoh Adat Darmawan) dan Tokoh Agama (Tgk. Amir), pada tanggal 1 
Januari 2017 di Gampong Meunasah Manyang. 
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diikuti sebab penyelesaian kasus-kasus adat diharapkan para pihak/pelaku tidak 
tersakiti. 
Selanjutnya, hukum adat yang ada di gampong Meunasah Manyang, 
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sama halnya dengan hukum 
lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dimana hukum adat 
merupakan panutan dan implementasi sikap dari praktek sehari-hari dalam tatanan 
kehidupan bermasyarakat. Begitu juga halnya dengan penerapan berbagai aturan 
yang ada di gampong Meunasah Manyang. Dimana sifat dan bentuk hukuman 
yang diberikan bagi pelaku khalwat memenuhi unsur-unsur tradisional dan pada 
dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mareka 
sendiri yang sudah turun temurun.
12
 
Hukum adat berkembang di dalam tatanan kehidupan orang Aceh, yang 
tentunya berbeda adat istiadatnya dengan hukum adat yang berada di wilayah 
Indonesia yang lain. Hal ini telah menampakkan perkembangan, walaupun 
prakteknya dalam kehidupan sehari-hari belum sesuai dengan yang diharapkan. 
Namun, Aceh telah mempunyai wewenang didalam konstitusi. Artinya hukum 
adat yang berlaku di Aceh telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. 
Walaupun letak hukum adat Aceh tidak setara dengan hukum positif, akan tetapi 
Aceh di berikan kesempatan kepada aparatur hukum adat untuk menyelesaikan 
perkara dalam jangka waktu satu bulan. Oleh karena itu, hukum adat merupakan 
alternatif yang sangat efektif bagi masyarakat setempat, terutama Aceh.  
                                                          
12
 Wawancara dengan Tgk. Amir (50), tokoh agama, pada tanggal 1 Januari 2017 di 
gampong Meunasah Manyang. 
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Ada tiga penyebab utama dipergunakannya cara non-ligitas dalam 
penyelesaian sengketa, terutama penyelesaian persoalan hukum pidana adat di 
luar pengadilan dengan cara perdamaian. Diantaranya: 
1. Di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa 
dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Keuchik 
atau Tuha Peuet sebagai kepala adat untuk menengahi berbagai persoalan 
tentang adat.  
2. Adanya ketidakpuasaan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan, 
seperti mahalnya ongkos perkara, lamanya waktu dan rumitnya ber acara.  
3. Masyarakat Aceh cenderung menyelesaikan sengketa dengan cara 
adat, sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum non-ligitasi. 
Selanjutnya, dalam pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku khalwat, 
maka di wilayah Aceh menerapkan hukum sanksi adat sesuai dengan Qanun 
Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Sanksi Adat. Walaupun ketentuan 
hukum adat yang dipakai secara turun temurun masih digunakan di sebagian 
wilayah Aceh, namun dalam penerapan secara konstitusioal keacehan, maka 
diterapkan sanksi sesuai dengan pasal 16. Adapun jenis sanksi yang diberikan 
kepada pelanggar hukum adat antara lain: 
a. Nasehat. 
b. Teguran. 
c. Pernyataan maaf. 
d. Sayam (semacam peusijuek). 
e. Diyat. 
f. Denda. 
g. Ganti kerugian. 
h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong. 
i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong. 
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j. Pencabutan gelar adat.  
k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. 
 
Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 pasal 19 
menyebutkan sanksi yang diberikan juga sama dengan yang tersebut di dalam 
qanun di atas. Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh Adat, Darmawan 
menjelaskan, dalam melaksanakan dan mengadili pelanggar hukum adat, 
khususnya bagi pelaku khalwat, maka tidak boleh sembarangan orang yang 
memutuskan perkaranya, melainkan hanya orang-orang yang ditunjuk atau 
ketentuan secara hierarki yang terdapat dalam aturan adat setempat yang memang 
sudah dipakai secara turun temurun. Biasanya, orang-orang yang bisa 
memutuskan atau mengadili pelaku khalwat diantaranya:  
a. Keuchik. 
b. Imeum Meunasah. 
c. Tuha Peuet. 
d. Sekretaris Gampong. 
e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya yang relevan. 
f. Imum Mukim. 
g. Imum Chiek. 
h. Sekretaris Mukim.13 
 
Begitu juga halnya yang disampaikan Keuchik Gampong Meunasah 
Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Muhammad Iqbal 
menjelaskan, biasanya, ada beberapa metode atau pola penyelesaian sengketa 
yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi di dalam 
masyarakat adat, termasuk penyelesaian perkara bagi pelaku khalwat, antara lain: 
                                                          
13
 Wawancara dengan Darmawan (48), tokoh adat, pada tanggal 1 Januari 2017 di 
gampong Meunasah Manyang. 
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1. Penyelesaian secara personal atau penyelesaian yang dilaksanakan secara 
pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak. 
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga atau penyelesaian yang dilakukan 
dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang 
biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat. 
3. Duek ureung tuha atau musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk 
menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak. 
4. Penyelesaian melalui peradilan atau lembaga Adat atau penyelesaian yang 
dilaksanakan oleh perangkat adat terhadap berbagai sengketa 
yang  dilaksanakan di meunasah atau mesjid. 
5. Penyelesaian melalui Peradilan Mukim, yaitu peradilan adat yang diikuti 
oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh 
para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong.
14
 
Sesuai dengan ketentuan di atas, maka Pelaksanaan dalam penyelesaian 
secara adat seperti tersebut dalam Pasal 14 ayat 4 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 
yaitu: 
Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan: 
a. Di Meunasah pada tingkat Gampong. 
b. Di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk 
oleh Keuchik atau Imeum Mukim. 
c. Di Balee Nelayan untuk penyelesaian sengketa laoet. 
                                                          
14
 Wawancara dengan Muhammad Iqbal (52), Keuchik Gampong Meunasah Manyang 
pada tanggal 1 Januari 2017 di gampong Meunasah Manyang. 
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Sedangkan dalam proses penyelesaian hukum adat, maka ketentuan yang 
ada di gampong Meunasah Manyang sebagai berikut: 
a. Membawa kain putih, sebagai simbol kedamaian dan kesucian. 
b. Membawa biaya (ganti rugi). 
c. Membawa bu lukat (nasi ketan) yang besar hidangnya sesuai dengan 
kesalahan. 
d. Membawa kambing sebagai simbol denda. 
e. Peusijuek. 
f. Adanya kata-kata nasehat dari perangkat gampong dan perangkat adat.  
g. Do’a. 
Jadi, ancaman hukuman cambuk bagi si pelaku tindak pidana 
khalwat/mesum dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku 
dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak 
melakukan tindak pidana khalwat/mesum tersebut. Di samping itu hukuman 
cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan 
risiko bagi keluarga. Jenis ‘Uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang 
harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 
‘Uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini. 
 
3.3. Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat di Aceh Besar. 
Dalam bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga 
berbagai wacana yang telah dilakukan menjadi persoalan yang biasa, bahkan tidak 
menarik untuk dipersoalkan. Pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum 
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mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan 
dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.  
Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga 
dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. 
1. Hukumnya sendiri. 
2. Penegak hukum. 
3. Sarana dan fasilitas. 
4. Masyarakat. 
5. Kebudayaan. 
Dalam praktik pelaksanaan hukum bagi pelaku khalwat dan kasus lainnya, 
banyak sekali ditemukan berbagai kendala atau hal lainnya yang terhambat proses 
pelaksanaan hukuman bagi pelaku khlawat. Hal ini disebabkan karena terjadinya 
pertentangan-pertentangan dari pihak luar, seperti mempersoalkan kepastian 
hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kebijakan atau tindakan hukum merupakan 
sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 
bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan 
sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin 
ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku 
manusia, melainkan juga bisa diselesaikan melalui hukum non-litigasi atau hukum 
diluar peradilan.  
Menurut Keuchik Gampong Meunasah Manyang, Muhammad Iqbal 
menjelaskan, dalam menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian 
petugas sangat berperan dalam menjalankan peraturan yang terkait dengan 
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hukum-hukum adat. Muhammad Iqbal mencontohkan, kalau peraturan sudah baik, 
tetapi kualitas petugas kurang baik, pasti menimbulkan masalah. Oleh karena itu, 
salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 
kepribadian para penegak hukum.
15
 
Hal lainnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian sanksi 
hukuman bagi pelaku khalwat adalah karena faktor sarana atau fasilitas 
pendukung, dalam hal ini juga termasuk pendidikan. Pendidikan bagi penegak 
hukum, khususnya bagi perangkat gampong sangat dibutuhkan dalam menjalani 
ketentuan hukum adat sesuai dengan qanun atau reusam yang ada. Jangan sampai 
ketentuan hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah tidak bia dijalankan, 
karena keterbatasan ilmu bagi pelaksana hukum atau dalam hal ini perangkat 
gampong atau perangkat adat.
16
 
Dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga-
lernbaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang 
kawasan tugasnya masing-masing. Dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang 
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di dalam Pasal 13 mengatur tentang 
jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong. Melalui Qanun 
Aceh No. 9 Tahun 2008, meunasah mulai difungsikan kembali sebagai tempat 
musyawarah dan tempat menyelesaikan sengketa/perkara sebagai Peradilan Adat. 
Dengan disahkannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh 
Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, semakin mempertegas keberadaan 
                                                          
15
 Wawancara dengan Muhammad Iqbal (52), Keuchik Gampong Meunasah Manyang 
pada tanggal 1 Januari 2017 di gampong Meunasah Manyang. 
 
16
 Ibid. 
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peradilan adat di Gampong, hal itu didukung dengan dikeluarkannya Surat 
keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 
189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan 
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong 
(selanjutnya disebut SKB). 
Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat 
Gampong, Keuchik selaku pemimpin tertinggi selain harus melakukan koordinasi 
dengan seluruh aparat Gampong, Keuchik juga harus melakukan koordinasi 
dengan Bintara keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) atau 
Polisi masyarakat (Polmas). Koordinasi antara Lembaga Peradilan Gampong 
(Keuchik) dengan aparat Kepolisian sangat sejalan dengan program Forum 
Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). 
Adapun tangungjawab utama dari pemimpin adat dalam proses peradilan 
adat meliputi: 
a. Melaksanakan proses peradilan Adat. Para pemangku adat bertanggung 
jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima 
laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan 
sidang akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat. 
b. Memutuskan dengan adil: Para pemangku adat harus rnemastikan bahwa 
setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat 
sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, 
dimana keputusan yeng diambil berdasarkan hasil proses pernbuktian dan 
musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang 
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bersengketa. Dalam hal ini juga, masyarakat menaruh kepercayaan kepada 
para pemimpin adat untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan damai. 
c. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa. Para pemangku adat 
bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang 
bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk 
persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-
putusan di persidangan. Termasuk dalam pelaksanaan putusan seperti ganti 
rugi/denda. 
d. Mencatat Proses dan Keputusan Peradilan. Setiap proses dan keputusan-
keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalarn dokumen 
administrasi peradilan adat. 
e. Mengarsipkan berkas perkara. Berkas perkara termasuk surat pejanjian 
yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan 
secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk 
menjamin dan rnempelancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta 
kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai 
referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-
keputusan sengketa adat. 
Nilai-nilai etika yang ditawarkan Islam di zaman modern mendapat 
tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba permisif dan pada umumnya 
datang dari Barat. Budaya sekuler adalah budaya yang lahir dari aliran filsafat 
sekularisme yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai duniawi. 
Dalam budaya masyarakat Barat, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak 
67 
 
 
 
mesti diikat dengan tali perkawinan. Seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup 
bersama tanpa ikatan perkawinan, bahkan sampai si perempuan melahirkan anak. 
Selain apa yang dikatakan Keuchik Gampong Meunasah Manyang, 
Muhammad Iqbal, seorang warga gampong Meunasah Manyang, Salimah pada 
peneliti mengatakan, penyelesaian khalwat di gampong Meunasah Manyang 
dilakukan dengan adat musyawarag gampong yang dihadiri masyarakat atau 
perwakilan gampong. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari bentuk penyelesaian 
persoalan khalwat. Selain itu, adat lainnya yang dietrapkan di gampong ini adalah 
membayar denda, berupa kambing atau uang sebagai jaminan pengganti untuk 
dilaksanakan acara peusijuk. Selain itu, Salimah juga mengungkapkan, ada juga 
sebagian masyarakat yang melakukan khalwat di gampong Meunasah Manyang 
diserahkan ke WH, hal ini dilakukan apabila tidak ada penyelesaian secara hukum 
adat di gampong Meunasah Manyang.
17
 
Warga gampong lainnya, Bukhari mengatakan, hukuman secara adat atau 
hukuman yang dilaksanakan WH sebagai lembaga pemerintah tujuannya untuk 
memberikan kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon 
pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana khalwat/mesum tersebut. 
Di samping itu hukuman cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu 
dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarga. Selain itu, Bukhari melanjutkan, adat 
yang ada di gampong Meunasah Manyang merupakan adat yang sudah sejak lama 
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 Wawacara dengan Salimah (40), warga gampong Meunasah Manyang, pada tanggal 20 
Januari 2017di gampong Meunasah Manyang. 
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diterapkan dan akan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang 
berlaku.
18
 
Peneliti juga menanyakan terkait persoalan ketentuan kasus khalwat yang 
dilimpahkan oleh gampong ke Wilayatul Hisbah, Hasbi pada peneliti mengatakan, 
masyarakat gampong akan melimpahkan kasus khalwat apabila di gampong 
tersebut tidak ditemukan titik penyelesaian secara lembaga adat gampong dan 
hasil kesepakatan masyarakat gampong. Apapun halnya, hukum adat gampong 
juga harus dihormati sebelum perkaranya dilimpahkan pada Wilayatul Hisbah. 
Pertimbangannya, hukum adat gampong merupakan hukum adat yang sudah lama 
dipakai dan diterapkan di gampong Meunasah Manyang. Hasbi melanjutkan, tidak 
ada pengecualian bagi masyarakat untuk melimpahkan kasus khalwat yang terjadi 
di Meunasah Manyang kepada pihak WH, kecuali tingkat musyawarah gampong 
tidak ada titik temu penyelesaian.
19
 
Jadi, larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. 
Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat 
perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum, khamar, dan maisir. 
Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. 
Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab 
seorang anak manusia dan bertujuan agar tetap terjaganya kehormatan masing-
masing dan terjauh dari kemudharatan. 
                                                          
18
 Wawancara dengan Bukhari (40), warga gampong Meunasah Manyang, pada tanggal 
20 Januari 2017di gampong Meunasah Manyang. 
 
19 Wawancara dengan Hasbi (38), warga gampong Meunasah Manyang, pada tanggal 20 
Januari 2017di gampong Meunasah Manyang. 
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3.4.  Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Khalwat 
Dengan Hukum Adat. 
 
Semua orang mengakui adanya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum 
Islam. Untuk itu, perlu diketahui bahwa terjadinya hubungan antara Hukum Adat 
dan Hukum Islam disebabkan oleh dua hal. Pertama, diterimanya Hukum Islam 
itu oleh masyarakat, seperti hukum perkawinan dan hukum Perbankan Syariah  di 
seluruh Indonesia. Kedua, Islam dapat mengakui Hukum Adat itu dengan syarat-
syarat tertentu, seperti adat gono-gini di Jawa maupun Hareuta Sihareukat di 
Aceh. Diantara syarat-syarat yang dapat diterima hukum adat oleh Islam, antara 
lain adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat 
umum,   dan yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan nash, baik 
Qur'an maupun Hadits. 
Pandangan bahwa unsur agama memberi pengaruh terhadap perwujudan 
Hukum Adat bukanlah pandangan baru. Menurut Soekanto,  Jika kita 
mengeluarkan pertanyaan hukum apakah menurut kebenaran, keadaan yang 
bagian terbesar terdapat di dalam Hukum Adat, maka jawabannya adalah Hukum 
Melayu Polinesia yang asli itu dengan di sana sini sebagai bagian yang sangat 
kecil adalah Hukum Agama. Sedangkan menurut Djojodigoeno: “ ... unsur lainnya 
yang tidak begitu besar artinya atau luas pengaruhnya ialah unsur-unsur 
keagamaan, teristimewa unsur-unsur yang dibawa oleh agama Islam, pengaruh 
agama Hindu dan Kristen pun ada juga”. Dengan demikian sepakat bahwa 
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pengaruh agama terhadap proses terwujudnya hukum adat sangat bersifat umum 
dan diakui oleh para pakar hukum adat pada umumnya.
20  
Terkait hubungan hukum adat dengan hukum Islam ada kaidah asasi yang 
dalam hukum Islam berbunyi al-adah muhakkamah (adat kebiasaaan itu dapat 
dijadikan pertimbangan hukum). Imam Izzudin Bin Abd Al Salam menyatakan 
bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui 
kecuali dengan al-syariah. sedangkan kemaslahatan dunia dan kemafsadatan 
dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan dan perkiraan yang 
benar serta indikatornya.
21  
Penyelesaian hukum khalwat dengan hukum pidana adat dalam pandangan 
Islam dilakukan dengan menjalankan hukuman yang disebut dengan al-
‘uqubah, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tidak kriminal. 
Syari’at menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara 
umum. Hukum yang memberikan kesempatan penyembuhan kepada masyarakat 
merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal 
yang merugikan. Adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi si pelaku tindak 
pidana khalwat/mesum dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si 
pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak 
melakukan tindak pidana khalwat/mesum tersebut.  
Pelaku pelanggaran khalwat akan dijatuhkan hukuman ta’zir apabila 
terbukti bersalah. Namun mengenai ketentuan jenis hukuman yang akan diberikan 
                                                          
20
 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Alfabeta,  2009), hlm. 30. 
 
21
 Izzuddin Bin Abd Al-Salam, Qawaidul Ahkam Fi Mashalihi Al-Anam, (Dar Al-Jalil, 
1980) Juz I, hlm. 10. 
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kepada terdakwa ditentukan oleh Hakim Mahkamah Syar’iah. Hal ini sesuai 
dengan maksud pokok hukuman, yaitu untuk memelihara dan menciptakan 
kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena 
Islam itu sebagai rahmatan lil’alamin untuk memberi petunjuk dan pelajaran 
kepada manusia. Untuk menghindari hukuman dalam hal jarimah ta’zir ini, maka 
sepatutnya dijauhi perbuatan-perbuatan dan pergaulan sehari-hari antara laki-laki 
dan perempuan, yang dapat mengarah kepada zina. Jika perbuatan demikian 
dilakukan, bukan hanya hukuman di dunia dan akibat lainnya langsung dirasakan, 
tetapi juga berakibat mendapat ganjaran Allah SWT.             
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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1. Kesimpulan. 
 
Dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian 
khalwat dilakukan oleh para perangkat gampong atau perangkat adat yang 
terdiri dari Keuchik, Tuha Peuet, para kepala dusun dan perwakilan 
masyarakat. Bisa juga dalam memutuskan satu perkara melalui peradilan 
adat dilakukan dengan cara musyawarah seluruh warga dengan ketentuan 
Keuchik sebagai penengah dalam putusan tersebut. Hal ini dilakukan di 
mesjid atau meunasah dengan ketentuan pidana hukum adat yang berlaku 
di gampong setempat dengan membayar denda satu ekor kambing dan 
denda berupa uang dan upacara lainnya sebagai bentuk hukum adat yang 
sudah ada semenjak dulu. 
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian khalwat tetap 
dilakukan dengan memberikan hukuman ta’zir. Karena khalwat 
merupakan tindak jarimah, dimana pelaku mengerjakan sesuatu yang 
diharamkan oleh syara. Ketentuan dalam Islam terhadap penyelesaian 
khalwat terlebih dahulu harus dilihat dari besarnya hukuman. Oleh karena 
itu, maka khalwat termasuk pada jarimah ta’zir. Sedangkan ketentuan 
jarimahnya diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan kondisi 
pelaku dan perbuatan jarimahnya.  
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4.2. Saran. 
 
Mengenai ketentuan penyelesaian khalwat dengan hukum pidana adat di 
Aceh Besar, maka penulis memberi saran sebagai berikut: 
1. Bagi penegak hukum (perangkat gampong atau perangkat adat) selalu 
menjaga budaya adat yang baik dalam memutuskan suatu perkara melalui 
peradilan adat atau musyawarh gampong dengan bijak dan adil. Selain itu, 
hendaknya kebiasaan adat yang tidak baik jangan dilaksanakan lagi di 
gampong setempat atau gampong lainnya. 
2. Bagi pemerintah, khususnya Wilayatul Hisbah (WH) juga harus 
melakukan tugasnya dengan baik, jangan asal menuduh dan menangkap 
tanpa bukti yang valid. 
3. Bagi orangtua, dalam menentukan arah pergaulan anak-anaknya, maka 
sebaiknya dijaga dan dipantau agar tidak salah jalan dalam menentukan 
sikap masa depannya. 
4. Bagi masyarakat, secara bersama mari kita jaga adat istiadat dan 
melestarikannya dengan kaedah-kaedah keislaman serta menghilangkan 
kebiasaan yang tidak baik dalam memutuskan perkara bagi pelaku 
jarimah. 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 
Nama narasumber : IKBAL 
Jabatan  : Keuchik 
Tgl wawancara :16 Juni 2017 
Pertanyaan:  
1. Bagaimana kebijakan Gampong Meunasah Manyang dalam mengatur penyelesaian 
khalwat? 
2. Apakah di Meunasah Manyang mempunyai peradilan adat?  
3. Bagaimana cara penyelesaian khalwat melalui Peradilan Adat di gampong Meunasah 
Manyang?  
4. Kalau dalam kasus khalwat penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan di tingkat 
gampong, kemana biasanya dilanjutkan untuk diselesaikan? 
5. Siapa saja yang menyelesaikan kasus khalwat di gampong Meunasah Manyang? 
6. Bagaimana peran Keuchik dalam menyelesaikan kasus khalwat di Meunasah 
Manyang? 
7. Apa saja kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh perangkat gampong dalam 
mengantisipasi tidak terjadinya khalwat? 
8. Apakah di gampong Menasah Manyang ada hukum adat denda atau lainnya? Seperti 
bayeu kameng, dimandikan dengan air comberan atau di arak keliling kampung dan 
lain sebagainya. 
9. Apakah ada kebijakan di gampong Meunasah Manyang pelaku khalwat itu di 
penjarakan? 
10. Apakah di gampong Menasah Manyang ada reusam tentang hukuman bagi pelaku 
khalwat? (minta reusamnya). 
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Jabatan  : Tokoh Adat 
Tgl wawancara : 
Pertanyaan:  
1. Bagaimana kebijakan Gampong Meunasah Manyang dalam mengatur penyelesaian 
khalwat? 
2. Apakah di Meunasah Manyang mempunyai peradilan adat?  
3. Bagaimana cara penyelesaian khalwat melalui Peradilan Adat di gampong Meunasah 
Manyang?  
4. Kalau dalam kasus khalwat penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan di tingkat 
gampong, kemana biasanya dilanjutkan untuk diselesaikan? 
5. Siapa saja yang menyelesaikan kasus khalwat di gampong Meunasah Manyang? 
6. Bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan kasus khalwat di Meunasah 
Manyang? 
7. Apa saja kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh perangkat adat dalam mengantisipasi 
tidak terjadinya khalwat? 
8. Apakah di gampong Menasah Manyang ada hukum adat denda atau lainnya? Seperti 
bayeu kameng, dimandikan dengan air comberan atau di arak keliling kampung dan 
lain sebagainya. 
9. Apakah ada kebijakan di gampong Meunasah Manyang pelaku khalwat itu di 
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3. Bagaimana cara penyelesaian khalwat melalui Peradilan Adat di gampong Meunasah 
Manyang?  
4. Kalau dalam kasus khalwat penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan di tingkat 
gampong, kemana biasanya dilanjutkan untuk diselesaikan? 
5. Siapa saja yang menyelesaikan kasus khalwat di gampong Meunasah Manyang? 
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penjarakan? 
 
 
Daftar Pertanyaan 
Nama narasumber 
Jabatan  : Tokoh Pemuda 
Tgl wawancara : 
Pertanyaan:  
1. Bagaimana kebijakan Gampong Meunasah Manyang dalam mengatur penyelesaian 
khalwat? 
2. Apakah di Meunasah Manyang mempunyai peradilan adat?  
3. Bagaimana cara penyelesaian khalwat melalui Peradilan Adat di gampong Meunasah 
Manyang?  
4. Kalau dalam kasus khalwat penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan di tingkat 
gampong, kemana biasanya dilanjutkan untuk diselesaikan? 
5. Siapa saja yang menyelesaikan kasus khalwat di gampong Meunasah Manyang? 
6. Bagaimana peran pemuda dalam menyelesaikan kasus khalwat di Meunasah 
Manyang? 
7. Apa ada kebijakan khusus dari pemuda dalam mengantisipasi tidak terjadinya 
khalwat? 
8. Apakah di gampong Menasah Manyang ada hukum adat denda atau lainnya? Seperti 
bayeu kameng, dimandikan dengan air comberan atau di arak keliling kampung dan 
lain sebagainya. 
9. Apakah ada kebijakan di gampong Meunasah Manyang pelaku khalwat itu di 
penjarakan? 
